
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

NOMOR , _  TAHUN 2019 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 
TENTANG PELAKSANMN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Meni.mbang 

Mengingat 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi serta kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 

perlu penyesuaian hak keuangan dan administratif pimpinan 

dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 

43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan, tidak sesuai dengan dinamika dan 

perkembangan hukum sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubemur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur 

Nomor 43 Tahun 201 7 ten tang Pelaksanaan Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Surnatera Selatan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Unda.ng-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah 1'ingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

RepubUk Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5568) sebagaima.na telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6187); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kall diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

P,:r.,ibab,ap. l<P.r.lJJR. lit.as IJ tvfal:Vl,-U udaog Nomor 23 Tah un 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwe.kilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6197); 

10. Peraturan Pemerintah 

Pengelolaan Keuangan 

Nomor 

Daerah 

12 Tahun 2019 tentang 

(Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa ka1i diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511); 

14. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tcntang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 

Nomor 15 seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 27 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 14); 

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14); 
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16. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 

Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 

Nomor 51); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2017 

TENT ANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN 

ADM1N1STRAT1F PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA 

SELATAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 

Tahun 201 7 ten tang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Se1atan (Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan {Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2018 Nomor 51), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf h diubah, sehingga 

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan 

terdiri atas: 

a. uang representasi: 

1) Ketua, setara dengan gaji pokok Gubernur, yaitu Rp. 

3.000.000,- (tiga juta rupiah); 
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2) Wakil Ketua, setara 80% dari uang representasi 

ketua, yaitu Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus 

ribu rupiah); 

3) Anggota, setara 75% dari uang representasi ketua, 

yaitu Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh 

ribu rupiah). 

b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD 

besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya 

sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur 

Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

d. uang pa.ket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 

sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi 

yang bersangkutan. 

e. tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DRPD 

diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima 

persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 

f .  tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat 

kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan: 

1) Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari 

tunjangan jabatan Ketua DPRD; 

2) Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan 

jabatan Ketua DPRD; 

3) Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan 

jabatan Ketua DPRD; 

4) Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan 

jabatan Ketua DPRD. 

g. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota 

DPRD diberikan sebanya.k 7 kali dari uang representasi 

Ketua DPRD sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu 

juta rupiah). 

h. tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 

sebanya.k 7 kali dari uang representasi Ketua DPRD 

sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). 



BERITADAERAHPROVlNSISUMATERASELATANTAHUN2019 NOMOR,

H. NASRUNUMAR

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 'iJ!lril 2019

SEKRETARISDAERAH
PROVINSISUMATERASELATAN,

H. HERMANDERU

Ditetapkan di Pa!embang
pada tanggal 24 April 2019
GUBERNURSUMATERASELATAN,

Pasa! II
Peraturan Gubernur rru mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur 1IlJ. dengan
penempatannya dalam Berita Daerah : Provinsi Surnatera
Selatan.

Pasal 12
(1) Dana Operasional Pirnpinan DPRD sebagaimana

climaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diberikan
setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua
DPRDsebesar:
a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali uang

representasi Ketua DPRD;
b. Wakil Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang

representasi WakilKetua DPRD.
(2) Pernberian dana operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
a. 80% (delapan puluh persen) dibayarkan secara

sekaligus untuk semua biaya atau disebut
lumpsum;

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan
dana operasional lainnya sesuai ketcntuan
Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:
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H. HERMAN DERU 

 
 

 
dto. 

 


